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Abstract
Pawnshop is a State-Owned Enterprise (SOE). Pawnshops give credit to the 
community by Quick and Safe Credit (KCA). Giving credit of course must be 
accompanied by the provision of a guarantee as repayment of loans granted to 
the debtor. The collateral is in the form of moving objects. The collateral can 
be derived from belonging ofa debtor or the one that does not belong to the 
debtor. However, if the collateral does not belong to the debtor has problems; 
the pawnshop can suffer losses so it should receive legal protection. The issues 
raised were: Firstly; about how arrangements regarding legal protection against 
PT. Pegadaian (Persero) in terms of the collateral pledge not belong to the 
debtor. Second; about what the legal settlement isif the objectdoes not belong 
to the debtor’s pledge collateral. The research method used is the empirical 
method whose research object of study includes the implementation of normative 
legal provisions in action / in abstracto on each legal event taken place in the 
community (in concreto).The results showed that the legal protection was given 
to Pawnshop if collateral pledge did not belong to the debtor in general which 
can be found in Article 1131 and Article 1132 of the Civil Code which states that 
all the materials of a debtor becomes the liability of all individual agreement, the 
material becomes joint collateral for all people who lend him some money, the 
sales revenue is divided according to the balance and the size of the receivables 
unless there are legitimate reasons to take precedence. Settlement of the object 
that did not belong to the debtor’s pledge came from the report loss from a pawn 
object owner who wanted to reclaim the object that wasused as collateral with 
regard to deadline to reclaim, i.e. not more than 3 years since the loss or theft of 
items used as collateral. The owner of the pawn object can take legal procedures 
by making a report to the police so that it can proceed to court.

Keywords : legal protection, goods, guarantee, pledge

Abstrak
Pegada�an adalah Badan Usaha M�l�k Negara (BUMN). Pegada�an member�kan 
kred�t kepada masyarakat dengan cepat dan Aman Kred�t (KCA). Pember�an 
kred�t tentu harus d�serta� dengan pember�an jam�nan sebaga� pembayaran 
kembal� p�njaman yang d�ber�kan kepada deb�tur. agunan berupa benda 
bergerak. agunan b�sa berasal dar� m�l�k ofa deb�tur atau salah satu yang bukan 
m�l�k deb�tur. Namun, j�ka agunan bukan m�l�k deb�tur mem�l�k� masalah; 
pegada�an dapat mender�ta kerug�an seh�ngga harus mendapat perl�ndungan 
hukum. Isu yang d�angkat adalah: Pertama; tentang baga�mana pengaturan 
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I.  PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang

Upaya pemer�ntah dalam 
menghadap� tantangan era global�sas� 
memerlukan berbaga� langkah 
alternat�f yang bertujuan untuk 
member�kan kontr�bus� menjawab 
tantangan perekonom�an ke depan. 
Salah satunya adalah mengupayakan 
agar produk Indones�a mampu 
bersa�ng dengan produk luar yang 
masuk Indones�a ataupun d� pasar 
�nternas�onal. Menghadap� kendala 
tersebut, Pemer�ntah harus bekerja keras 
untuk menangan� kond�s� �n� dengan 
cepat, d�serta� dengan semangat dan 
dukungan masyarakat untuk mencar� 
jalan keluar dar� kr�s�s ekonom� 
seh�ngga mampu men�ngkatkan 
efisiensi ekonomi. Dalam konteks 
tersebut langkah alternat�f yang 
dapat d�tempuh d�antaranya adalah 

memaks�malkan peran BUMN melalu� 
format baru yang efisien. BUMN di 
Indones�a bergerak hamp�r d�seluruh 
aspek ekonom�. Kemampuan BUMN 
untuk menjadi penggerak efisiensi 
nas�onal sangat d�harapkan seh�ngga 
peran sebaga� agen pembangunan 
mampu tercapa�. Salah satu BUMN 
yang berperanan dalam perkembangan 
ekonom� kerakyatan adalah Pegada�an, 
yang k�n� berbentuk hukum perseroan 
menjad� PT. Pegada�an (Persero) 
(selanjutnya d�sebut Pegada�an).

Perubahan status badan 
hukum Pegada�an dar� Perum ke 
PT d�harapkan dapat memacu dan 
mem�cu k�nerja Pegada�an leb�h 
ekspans�f lag� seh�ngga kemampuan 
permodalan yang d�m�l�k� Pegada�an 
Leb�h kuat dan leb�h besar lag� untuk 
melayan� nasabahnya.2 Secara umum 
2 Warta Pegada�an, ed�s� 160/tahun xx���/2012.
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mengena� perl�ndungan hukum terhadap PT. Pegada�an (Persero) dalam hal 
janj� agunan bukan m�l�k deb�tur. Kedua; tentang apa penyelesa�an hukum ISIF 
yang objectdoes bukan m�l�k deb�tur jam�nan gada�. Metode penel�t�an yang 
d�gunakan adalah metode emp�r�s yang penel�t�annya objek penel�t�an mel�put� 
pelaksanaan ketentuan hukum normat�f dalam t�ndakan / d� abstracto pada set�ap 
acara hukum terjad� d� masyarakat (in concreto). Has�l penel�t�an menunjukkan 
bahwa perl�ndungan hukum d�ber�kan kepada Pegada�an j�ka agunan janj� bukan 
m�l�k deb�tur secara umum yang dapat d�temukan dalam Pasal 1131 dan Pasal 
1132 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua bahan dar� deb�tur menjad� 
tanggung jawab semua persetujuan �nd�v�dual, mater�al menjad� jam�nan bersama 
bag� semua orang yang mem�njamkan uang, pendapatan penjualan d�bag� sesua� 
dengan kese�mbangan dan ukuran p�utang kecual� ada alasan yang sah untuk 
d�dahulukan. Penyelesa�an dar� objek yang bukan m�l�k janj� deb�tur berasal 
dar� h�langnya laporan dar� pem�l�k gada� objek yang �ng�n merebut kembal� 
objek yang wasused sebaga� jam�nan sehubungan dengan tenggat waktu untuk 
merebut kembal�, ya�tu t�dak leb�h dar� 3 tahun sejak keh�langan atau pencur�an 
�tem yang d�gunakan sebaga� jam�nan. Pem�l�k objek gada� dapat mengamb�l 
prosedur hukum dengan membuat laporan ke pol�s� seh�ngga b�sa melanjutkan 
ke pengad�lan.

Kata Kunc�: perl�ndungan hukum, barang, jam�nan, gada�
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alasan perubahan badan hukum oleh 
Pegada�an karena adanya pasar b�sn�s 
micro finance d� Indones�a yang sangat 
besar seh�ngga peluang b�sn�s �n� harus 
d�tangkap oleh Pegada�an dengan 
kemampuan dan kapas�tas yang leb�h 
besar. Sela�n �tu c�tra Pegada�an d� mata 
nasabah semak�n ba�k dan mengakar 
seh�ngga d�harapkan nasabah tetap 
loyal dan bahkan semak�n bertambah 
loyal dengan keberadaan Pegada�an 
yang berstatus persero.

Pegada�an merupakan  alternat�f 
bag� masyarakat khususnya kalangan 
menengah ke bawah untuk melakukan 
p�njaman berdasarkan hukum gada� 
dengan prosedur pelayanan yang 
mudah, aman dan cepat atau b�asa 
d�sebut KCA (Kred�t Cepat dan 
Aman). Pegada�an merupakan salah 
satu BUMN d� Indones�a yang �nt� dar� 
usahanya adalah b�dang jasa berupa  
penyaluran kred�t/p�njaman kepada 
mayarakat berdasarkan pada hukum 
gada�.3 Pegada�an semak�n d�m�nat� 
masyarakatnya karena keberadaanya 
memang sangat d�perlukan sebaga� 
tempat untuk mendapatkan pendanaan 
secara cepat dan mudah. B�sn�s 
utama Pegada�an adalah KCA (Kred�t 
Cepat Aman). Mudah,murah, cepat, 
aman nyaman dan berkual�tas. In�lah 
prosedur yang d�terapkan Pegada�an 
mula� dar� tahap pengajuan p�njaman 
penca�ran sampa� pelunasan. Kalau 
sudah jatuh tempo tap� belum dapat 
d�lunas� maka Pegada�an  member� 
kesempatan  kepada s� nasabah 
untuk memperpanjang p�njamannya. 

Dem�k�an seterusnya Pegada�an 
member�kan kemudahan kepada para 
nasabah dalam menebus barang atau 
memperpanjang gada� barangnya Untuk 
menjaga agar t�dak sampa� d�lelang, 
Pegada�an  selalu meng�ngatkan kepada 
s� nasabah ba�k melalu� surat maupun 
telepon agar segera membayar sebelum 
jatuh tempo. namun apab�la nasabah 
bersangkutan tetap t�dak melakukan 
kewaj�ban pembayaran, maka barang 
gada�nya terpaksa d�lelang.4 

Hubungan hutang p�utang 
d�antara deb�tur dengan kred�tur 
b�asanya d�serta� dengan jam�nan. 
Jam�nan yang d�gunakan  dapat 
berupa uang dan dapat  berupa orang. 
Dalam permasalahan �n� yang akan 
d�tekankan adalah hubungan hutang 
p�utang dengan menggunakan jam�nan 
benda. Dengan keberadaan jam�nan 
�n�, maka kred�tur mempunya� hak 
atas benda jam�nan sebsaga� pelunasan 
p�utangnya apab�la deb�tur t�dak 
mampu untuk membayar hutangnya. 
Benda jam�nan �tu dapat berupa benda 
bergerak dan dapat  berupa benda 
t�dak bergerak. Apab�la benda yang 
d�gunakan sebaga� jam�nan adalah 
benda bergerak, maka hak atas benda 
jam�nan �tu d�sebut “gada�”.5

 Pr�ns�p atas jam�nan  gada� 
yakn�  saat pember� gada� menyerahkan 
barang gada� kepada p�hak Pegada�an, 

3 Warta Pegda�an, ed�s� 161/tahun xx���/2013. 

4 Edy Sasm�to, dkk, 2010,  Pegadaian dan 
rakyat kecil,  IPB Pers,  Bogor,  hlm.54-55. 

5 Abdul Kad�r Muhammad, 2000, Hukum 
Perdata Indonesia, PT C�tra Ad�tya Bakt�, 
Bandung, (Selanjutnya  d�sebut Abdul Kad�r 
Muhammad I) hlm. 170.
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maka kekuasaan atas benda gada� 
tersebut beral�h kepada p�hak Pegada�an 
yang selanjutnya d�sebut p�hak 
pemegang gada�. Penguasaan terhadap 
benda gada� tersebut berlangsung 
sampa� deb�tur atau nasabah melunas� 
hutangnya. Akan tetap�, hak menguasa� 
barang �tu t�dak mel�put� hak untuk 
memaka�, men�kmat� atau memungut 
has�l barang yang d�paka� sebaga� 
jam�nan.6

Secara normat�f, syarat jam�nan 
yang dapat d�ter�ma d� Pegada�an adalah 
barang bergerak yang merupakan 
m�l�k nasabah send�r� serta nasabah 
menjam�n bukan merupakan has�l dar� 
kejahatan, t�dak dalam obyek sengketa 
dan atau s�ta jam�nan (Surat Bukt� 
Kred�t Pegada�an), hal �n� mengacu 
pada ketentuan pasal 1977 K�tab 
Undang - Undang Hukum Perdata 
(selanjutnya d�sebut KUHPerdata) 
yang pada pr�ns�pnya  menyatakan 
bahwa s�apa yang menguasa� benda 
bergerak d�anggap sebaga� pem�l�knya. 
Penyerahan barang jam�nan dar� 
nasabah ke Pegada�an men�mbulkan 
peral�han hak sesua� dengan ketentuan 
bahwa, pember�an barang sebaga� 
jam�nan berart� pelepasan atas sebag�an 
kekuasaan dar�pada  barang tersebut.7

Hal �n� d�atur dalam  pasal 
1155 KUHPerdata, yang pada 

�nt�nyamenentukan bahwa apab�la 
p�hak  pember�  gada� t�dak 
melaksanakan kewaj�bannya atau 
wanprestas� paka p�hak pener�ma 
gada� berhak melakukan penjualan 
atas jam�nan gada� dengan tujuan 
untuk mengamb�l pelunasan atas 
pokok p�njaman, dan b�aya atas 
penjualan  jam�nan tesebut.”8 Namun 
pada prakteknya, ser�ng terjad�  
permasalahan d�mana barang yang 
d�jam�nkan bukan m�l�k nasabah 
send�r� mela�nkan  m�l�k orang la�n 
m�salnya barang jam�nan atas suruhan 
dan barang yang d�peroleh secara 
melawan hukum dan memperolehnya 
secara t�dak sah, ataupun cara la�n 
yang d�larang oleh hukum.

Ket�ka barang yang d�jam�nkan 
bukan m�l�k nasabah mela�nkan 
m�l�k orang la�n yang d�peroleh 
secara melawan hukum  maka 
muncul persoalan yang menyebabkan 
Pegada�an mengalam� kerug�an, ba�k 
berupa modal kerja maupun laba 
ak�bat barang jam�nan yang d�amb�l 
untuk d�s�ta kebanyakan  t�dak 
d�kembal�kan, lama d�kembal�kan  
ataupun d�kembal�kan rusak ak�bat 
peny�taan oleh Peny�d�k. Dar� tahun  
2010 sampa� dengan 2014 dalam satu 
cabang pegada�an dalam kota dapat 
terjad� sengketa barang jam�nan h�ngga 
t�ga kasus. T�ap kasus b�sa mel�put� 
kuota sepuluh atau leb�h barang jam�nan 
yang d�sengketakan. Penyelesa�an  
kasus pun t�dak memerlukan  waktu  
yang sed�k�t, karena memerlukan 
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8 Purwah�d Patr�k dan Karsad�, Op cit, hlm. 23

6 Sr� Soedew� Masjchocn Sofwan f, 2000, 
Hukum Perdata Hukum Benda, Cet. V, 
L�berty, Yogyakarta, hlm. 98.

7 R Subekt�, 1982, Jaminan – Jaminan Untuk 
Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, 
Alumn�, Bandung, (selanjutnya d�sebut R. 
Subekt� I) hlm. 17.
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waktu h�ngga mencapa� putusan 
akh�r dan pengembal�an jam�nan 
baru dapat d�lakukan setelah putusan 
pengad�lan d�tetapkan.  Hal �n� tentu 
menyebabkan kerugian bagi finansial 
Pegada�an. Untuk �tu perlu d�lakukan 
penel�t�an bag� perl�ndungan 
hukum bag� Pegada�an dalam hal 
jam�nan gada� bukan m�l�k deb�tur . 
berdasarkan permasalahan yang telah 
d�ura�kan d�atas, maka penul�s tertar�k 
untuk membahas leb�h lanjut dalam 
tes�s �n� dengan mengangkat judul : 
Perl�ndungan Hukum Terhadap PT 
Pegada�an (Persero) Dalam Hal Barang 
Jam�nan Gada� Bukan M�l�k Deb�tur.

Untuk �tu menar�k untuk d�kaj�, 
baga�mana perl�ndungan hukum 
terhadap PT. Pegada�an (PERSERO) 
dalam hal barang jam�nan gada� bukan 
m�l�k deb�tur. 

1.2.  Perumusan Masalah
1. Baga�manakah pengaturan 

mengena�  perl�ndungan hukum 
terhadap   PT Pegada�an (Persero) 
dalam hal barang jam�nan gada�  
bukan  m�l�k deb�tur?

2. Baga�manakah penyelesa�an 
hukum apab�la barang jam�nan 
gada� bukan m�l�k deb�tur ? 

1.3.  Tujuan Penelitian  
Secara umum penel�t�an 

�n� bertujuan untuk mengkaj� 
pengembangan �lmu hukum 
sehubungan dengan parad�gmas 
science as a process (�lmu sebaga� suatu 
proses). Parad�gma �lmu t�dak akan 
berhent� dalam penggal�annya atas 

kebenaran dalam b�dang perl�ndungan 
hukum bag� PT.Pegada�an (Persero) 
d�b�dang perkred�tan khususnya dalam 
hal jam�nan gada� bukan m�l�k deb�tur, 
dan untuk mengkaj� Terwujudnya 
kepast�an hukum berka�tan dengan 
penyelesa�an sengketa kepem�l�kan 
jam�nan gada� Sedangkan yang 
menjad� tujuan khusus adalah :
1. Untuk mengetahu� pengaturan 

mengena� perl�ndungan hukum 
bag�  PT Pegada�an (Persero)  
dalam  hal  barang jam�nan gada� 
bukan m�l�k deb�tur.

2. Untuk mengetahu� penyelesa�an 
sengketa terhadap barang 
jam�nan gada� yang d�agunankan 
pada PT Pegada�an (persero) 
bukan m�l�k Deb�tur.

II.  METODE PENELITIAN
D�dalam penul�san tes�s �n� 

metode yang d�gunakan  adalah jen�s 
penel�t�an hukum emp�r�s, ya�tu suatu 
penel�t�an hukum yang objek kaj�annya 
mel�put� ketentuan dan  �mplementas� 
dar� suatu ketentuan hukum normat�f 
(kodifikasi, Undang-Undang atau  
kontrak) secara in action/in abstracto 
terhadap per�st�wa hukum yang 
senyatanya terjad� d� masyarakat   (in 
concreto).9

Penel�t�an �n� bers�fat deskr�pt�f, 
ya�tu penggambaran secara tepat atas  
suatu keadaan, gejala, s�fat dar�pada 
�nd�v�du ataupun suatu  kelompok 
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9 Abdulkad�r Muhamad, 2004,  Hukum dan 
Penelitian Hukum, C�tra Ad�tya Bakt�, 
Bandung, hlm. 134
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tertentu dan menemukan keberadaan 
hubungan antara suatu gejala dengan 
gejala la�n dalam masyarakat.10

Dalam penel�t�an hukum emp�r�s 
data dapat d�bedakan menjad� 2 (dua) 
ya�tu: Data pr�mer, yang d�peroleh 
dar� penel�t�an �n� dengan melakukan 
penel�t�an d� PT. Pegada�an Persero 
Kanw�l Denpasar, Bal�. Penel�t�an �n� 
d�lakukan melalu� wawancara terhadap  
�nforman serta terhadap  responden 
yang berada pada lokas� penel�t�an 
dan data sekunder d�peroleh melalu� 
penel�t�an kepustakaan (Library 
Research) dengan menggunakan 
bahan-bahan hukum. 

Pengolahan data adalah 
pengumpulan data yang d�peroleh dar� 
lapangan kemud�an d�rap�kan seh�ngga 
dapat d�pergunakan sebaga� bahan 
anal�sa.11 Pengolahan data secara 
kul�tat�f ya�tu dengan memband�ngkan 
data yang d�peroleh d�lapangan dengan 
data kepustakaan d�lakukan setelah data 
terkumpul seh�ngga akan d�peroleh 
data yang menunjang penyelesa�an 
prmasalahan emp�r�s. Metode anal�sa 
deskr�pt�f d�gunakan dalam proses 
anal�sa data yang telah terkumpul 
ya�tu penggambaran dan pem�sahan 
sesua� kategor�  dengan kata-kata 
ataupun  kal�mat  untuk memperoleh 
kes�mpulan.12 Dalam  metode anal�s�s 

deskr�pt�f, untuk  memperoleh 
kes�mpulan mengena� permasalahan 
hukum dalam penel�t�an �n� maka data 
yang telah d�anal�s�s harus d�susun 
kembal� secara s�stemat�s. 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
4.2 Pengaturan Perlindungan 

Hukum Terhadap Pegadaian 
Dalam Hal Barang Jaminan 
Bukan Milik Debitur
Set�ap pember�an kred�t harus 

d��kut� dengan suatu penjam�nan 
guna pengaman kred�t yang telah 
d�ber�kan. Dalam  pember�an jam�nan 
dapat d�bedakan atas jam�nan 
dengan penguasaan benda  dan tanpa 
penguasaan benda tersebut. Bentuk 
lembaga sepert� gada� bag� kred�tur 
leb�h aman, karena benda bergerak 
yang d�jad�kan jam�nan berada dalam 
penguasaannya. Hak dar� pemegang 
benda jam�nan pada gada� bers�fat 
kebendaan, yang member�kan jam�nan 
bag� kred�tur bahwa p�utangnya past� 
d�bayar. Memperjanj�kan suatu jam�nan 
kebendaan, sepert� memperjanj�kan 
gada� atau h�pot�k dan jam�nan 
kebendaan la�nnya, pada �nt�nya adalah 
melepas sebag�an dar� kekuasaan 
seorang pem�l�k (pember� gada�) atas 
barang gada� dem�, keamanan kred�tur 
ya�tu dengan mencopot kekuasaannya 
untuk mem�ndah tangankan benda 
�tu.13

13 R. Subekt�, 1986, Jaminan-Jaminan Untuk 
Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, 
Alumn�, Bandung, hlm. 27
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10 Am�rudd�n dan Za�nal As�k�n, 2004, 
Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja  
GrafindoPersada, Jakarta,  hlm.25. 

11 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum 
Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 
72.

12 Suhars�n� Ar�kunto, 1986, Prosedur Penelitian, 
B�na Aksara, Jakarta, hlm. 194.
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Untuk sahnya suatu perjanj�an  
gada�, pember� gada� haruslah seorang 
yang berwenang menguasa� bendanya. 
Benda �tu b�sa d�pegang oleh kred�tur 
pener�ma gada� yang selanjutnya 
d�sebut sebaga� kred�tur pemegang 
gada� atau oleh p�hak ket�ga, ya�tu 
p�hak ket�ga pemegang gada�. Karena 
benda gada� ada d�tangan pemegang 
gada�, maka ada yang menyebutnya 
sebaga�  VUISTPAND . Seakan-akan 
benda gada� ada d� dalam genggaman 
pemegang gada�. Jad� benda gada� 
pada asasnya ada dalam kekuasaan 
pemegang gada�.14

Apab�la pemegang gada� dalam 
mener�ma gada� ber�t�kad ba�k, maka  
�a memperoleh perl�ndungan  terhadap 
pember� gada� yang t�dak berwenang 
menguasa� jam�nan tersebut.  
Pengert�an dar� �t�kad ba�k d� s�n� �alah  
pemegang gada� merupakan pem�l�k 
sebenarnya dan hak  yang d�m�l�k� 
oleh pember� gada� tersebut t�dak 
d�sangs�kan.15  Pemegang gada� sebaga� 
kred�tur mendapat perl�ndungan dalam 
pemenuhan hak - hak atas p�utangnya 
seh�ngga merasa terjam�n.

Dalam upaya untuk membantu 
penyed�aan dana untuk men�ngkatkan 
produktifitas atau pendapatan 
masyarakat yang dapat d�n�kmat� 
oleh seluruh lap�san, maka t�dak 
jarang ada nasabah (deb�tur) yang 
melakukan wanprestas�. Untuk �tu 

hal yang dem�k�an �n� p�hak PT. 
Pegada�an (Persero) sebaga� kred�tur 
oleh Undang-undang ya�tu menurut 
k�tab Undang-undang Hukum Perdata 
Pasal 1150, d�ber� kewenangan untuk 
mengamb�l pelunasan dar� barang 
gada�, yakn� dengan melakukan 
parate eksekus�. Sela�n �tu p�hak PT. 
Pegada�an (Persero) selama t�dak 
menyalahgunakan barang gada�, 
nasabah (deb�tur) t�dak berhak untuk 
menuntut pengembal�an barang gada�.

Pengaturan Perl�ndungan hukum 
terhadap Pegada�an dan nasabah 
dapat terl�hat dar� Perjanj�an Utang 
P�utang Dengan Jam�nan Gada� yang 
d�tentukan oleh P�hak Pegada�an pada 
saat akan member�kan kred�t pada 
nasabah,  perjanj�an tersebut memuat 
hal-hal sebaga� ber�kut:
1. Nasabah mener�ma dan 

setuju terhadap ura�an barang 
jam�nan, penetapan besarnya 
taks�ran barang jam�nan, uang 
p�njaman, dan tar�f sewa modal, 
sebaga�mana d�maksud pada 
halaman depan dan Surat Bukt� 
Kred�t (SBK) �n� sebaga� tanda 
bukt� yang sah pener�maan Uang 
P�njaman.

2. Barang yang d�serahkan 
deb�tur sebaga� jam�nan adalah 
benar  m�l�k nasabah dan/ atau 
kepem�l�kan sebaga�mana d�atur 
dalam pasal 1977 KUHPerdata 
serta menjam�n bahwa jam�nan 
tersebut t�dak berasal dar� has�l 
kejahatan, t�dak merupana obyek 
sengketa, ataupun s�ta jam�nan.
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3. Nasabah  menyatakan telah 
berutang kepada PT. Pegada�an 
(Persero) dan berkewaj�ban 
untuk membayar Pelunasan 
Uang P�njaman d�tambah Sewa 
Modal sebesar Tar�f Sewa Modal 
yang berlaku d� PT. Pegada�an 
(Persero).

4. Dalam hal terjad� kerusakan 
bencana alam yang d�sebabkan 
oleh bencana alam ( force 
majeure) yang telah d�tetapkan 
Pemer�ntah, PT. Pegada�an 
(Persero) akan member�kan 
gant� rug�. Gant� rug� d�ber�kan 
setelah d�perh�tungkan dengan 
uang p�njaman dan sewa modal 
sesua� ketentuan penggant�an 
yang berlaku d�  PT. Pegada�an 
(Persero).

5. Nasabah dalam melakukan Ulang 
Gada�, Gada� Ulang Otomat�s, 
Mengangsur uang p�njaman 
atau m�nta tambah sewa modal 
dan b�aya adm�n�stras� yang 
mas�h akan d�bayar. J�ka terjad� 
penurunan n�la� taks�r barang 
jam�nan pada saat ulang gada� 
dan gada� otomat�s, maka 
nasabah waj�b mengangsur 
uang p�njaman sesua� dengan 
taks�rann yang baru.

6. Apab�la sampa� dengan tanggal 
jatuh tempo �dak d�lakukan 
pelunasan, penundaan lelang, 
Ulang Gada� atau Gada� Ulang 
Otomat�s, maka PT. Pegada�an 
(Persero) berhak melakukan 
penjualan barang jam�nan 
melalu� lelang.

7. Has�l penjualan lelang barang 
jam�nan setelah d�kurang� uang 
p�njaman, sewa modal dan bea 
lelang merupakan keleb�han 
yang menjad� hak nasabah. 
Jangka waktu pengamb�lan uang 
keleb�han lelang selama satu 
tahun sejak tanggal lelang, dan 
j�ka lewat waktu dar� jangka 
waktu pengamb�lan uang 
keleb�han, nasabah menyataka 
setuju untuk menyalurkan uang 
keleb�han tersebut sebaga� 
dana kepedul�an sos�al yang 
pelaksanaannya d�serahkan 
kepada PT. Pegada�an (Persero), 
j�ka has�l penjualan lelang barang 
jam�nan t�dak mencukup�� untuk 
melunas� kewaj�ban nasabah 
berupa uang p�njaman, sewa 
modal dan bea lelang maka 
nasabah waj�b untuk membayar 
kekurangan tersebut.

8. Nasabah harus datang send�r� 
untuk melakukan ulang gada�, 
m�nta tambah uang p�njaman, 
mengangsur uang p�njaman, 
penundaan lelang, pelunasan 
dan mener�ma barang jam�nan 
atau dengan member�kan kuasa 
kepada orang la�n dengan meng�s� 
dan membubuhkan tandatangan 
pada kolom yang tersed�a, 
dengan melamp�rkan fotocopy 
KTP nasabah dan Pener�ma 
Kuasa serta menunjukkan asl� 
KTP pener�ma kuasa.

9. Nasabah yang menggunakan 
layanan gada� ulang otomat�s 

Vol. 5, No. 1 : 69 - 82



77

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Me� 2016

membubuhkan tandatangan pada 
kolom yang tersed�a. 

10. Nasabah menyatakan tunduk 
dan meng�kut� segala peraturan 
yang berlaku d� PT. Pegada�an 
(Persero) sepanjang ketentuan 
yang menyangkut Hutang 
P�utang Dengan Jam�nan Gada�.

11. Apab�la terjad� persel�s�han 
d�kemud�an har� akan 
d�selesa�kan secara musyawarah 
untuk mufakat dan apab�la 
t�dak tercapa� kesepakatan akan 
d�selesa�kan melalu� Pengad�lan 
Neger� Setempat.
Perl�ndungan hukum bag� p�hak 

pegada�an dalam hal barang jam�nan 
gada� bukan m�l�k deb�tur secara umum 
pengaturan perl�ndungan hukum �n� 
dapat d�l�hat dar� ketentuan Pasal 
1131 dan 1132 KUHPerdata. Pasal 
1131 KUH Perdata pada pr�ns�pnya 
menentukan bahwa segala kebendaan 
yang merupakan  harta kekayaan s� 
berutang ba�k yang sudah ataupun akan 
ada d�kemud�an har� menjad� jam�nan 
tanggungan segala per�katannya.

Selanjutnya Pasal 1132 KUH 
Perdata menentukan  bahwa, kecual� 
terdapat alasan yang sah untuk dapat 
d�dahulukan, maka kebendaan yang 
menjad� harta kekayaan s� berutang 
tersebut d�gunakan sebaga� jam�nan 
secara bersama untuk semua orang 
yang member� hutang kepadanya. 
Sehubungan dengan hak kebendaan 
sebaga� jam�nan hutang yang 
d�bebankan dengan gada� tersebut, 
maka pengert�an hutang terdapat dua 

pend�r�an, ya�tu  hutang dalam art� 
semp�t dan hutang dalam art� luas. 
Hutang dalam art� semp�t hanya 
mel�put� hutang yang t�mbul dar� 
perjanj�an hutang p�utang saja dan  
hutang dalam art� luas merupakan 
hutang yang t�mbul dar� per�katan 
apapun juga, mel�put� hutang yang 
t�mbul dar� hutang p�utang, dar� 
Undang-Undang mapupun perjanj�an 
la�nnya.16 apab�la barang yang 
d�jad�kan jam�nan gada� adalah 
hak m�l�k orang la�n maka pem�l�k 
barang yang d�jad�kan jam�nan gada� 
dapat mengajukan tuntutan hukum 
pengembal�an barang kepada PT. 
Pegada�an (Persero). Sesua� dengan 
pasal 1977 ayat (2) KUHPerdata: ”s�apa 
yang keh�langan barang atau kecur�an 
sesuatu barang m�l�knya dengan 
menunjukan surat bukt� dan dengan 
persetujuan dar� p�hak pegada�an 
dapat menuntut kembal� bendanya 
yang d�gada�kan �tu dar� pemegang 
gada�. J�ka barang yang d�jad�kan 
gada� adalah hak m�l�k orang la�n, 
maka pem�l�k barang yang d�jad�kan 
jam�nan gada� dapat mengajukan 
tuntutan hukum pengembal�an barang 
pada PT. Pegada�an (Persero).”

3.2  Penyelesaian Sengketa 
Terhadap Barang Jaminan 
Gadai Bukan Mili Debitur
Perjanj�an atas gada� bertujuan 

untuk suatu kepast�an dan pember�an 
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jam�nan untuk pemenuhan prestas� 
tertentu, s�fatnya adalah meng�kut� 
perjanj�an pokoknya perjanj�an yang 
seh�ngga perjanj�an gada� bers�fat 
accessoir. Pada pr�ns�pnya jam�nan 
gada� dapat d�paka� untuk menjam�n 
set�ap kewaj�ban atas suatu prestas�. 
seh�ngga perjanj�an gada� hanya akan 
ada setelah ada perjanj�an hutang 
p�utang sebaga� perjanj�an pokoknya. 

Dalam rangka mengamankan 
p�utang kred�tur, maka secara 
khusus oleh deb�tur kepada kred�tur 
d�serahkan suatu kebendaan bergerak 
sebaga� jam�nan pelunasan hutang 
deb�tur, yang men�mbulkan hak bag� 
kred�tur untuk menahan kebendaan 
bergerak yang d�gada�kan tersebut 
sampa� dengan pelunasan hutang 
deb�tur. Dengan dem�k�an, pada 
dasarnya perjanj�an gada� akan terjad� 
b�la barang-barang yang d�gada�kan 
berada d�bawah penguasaan kred�tur 
(pener�ma gada�) atau atas kesepakatan 
bersama d�tunjuk seorang p�hak ket�ga 
untuk mewak�l�nya. Penguasaan 
kebendaan gada� oleh pener�ma gada� 
tersebut merupakan syarat esens�al 
bag� lah�rnya gada�.

Penguasaan terhadap benda 
bergerak, maka berlaku asas yang 
d�atur dalam  pada Pasal 1977 ayat 
(1) KUHPerdata yang pada pr�ns�pnya 
menentukan bahwa s�apa yang yang 
menguasa� suatu benda bergerak 
maka �a d�anggap sebaga� pem�l�k 
benda bergerak tersebut. Ketentuan 
Pasal 1977 KUHPerdata mengandung 
ketentuan tentang verjaring ya�tu 
extinctieve verjaring dengan waktu nol 
tahun seh�ngga bez�t benda bergerak 

d�atur dalam buku IV KUHPerdata 
bukan buku II KUHPerdata.

Terhadap perumusan Pasal 1977 
ayat (1) KUHPerdata �tu kemud�an 
t�mbul beberapa macam pendapat 
yang member�kan penafs�ran terhadap 
kedudukan bezit mengena� benda 
bergerak sebaga�mana tercantum 
dalam Pasal 1977 ayat (1) BW �tu. Ada 
dua macam pendapat yang terkenal 
dengan teor�nya mas�ng-mas�ng ya�tu:
a. Eigendeom theorie

Member�kan penafs�ran secara 
gramat�kal terhadap pasal 1997 ayat 
(1) KUHPerdata dan d�kemukakan 
oleh Me�jers. Menurut teor� �n� bezit 
terhadap benda bergerak merupakan  
alas hak yang sempurna dan  hak yang 
pal�ng sempurna adalah eigendom, 
seh�ngga eigendom merupakan bezit 
terhadap benda bergerak (bezitter 
sama dengan eigenaar).
b. Legitimate-theorie

D�kembangkan oleh scholten 
yang berpendapat bahwa bezit bukanlah 
eigendom.  Menurut teor� �n� s�apapun 
memeroleh keadaan aman  apab�la dalam 
membez�t benda bergerak �a ber�t�kad 
yang ba�k dan jujur. Jad� keadaan 
tersebut fungs�nya mengesankan 
bez�tter dar� benda �tu sebaga� 
pemegang hak penuh atau  eigenaar. 
Adanya ketentuan pasal 1977 ayat 
(1) KUHPerdata d�maksudkan untuk 
menjaga kelancaran lalul�ntas hukum 
d� tengah masyarakat jangan sampa� 
terhambat.17
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Pengecual�an dar� pasal 1977 ayat 
(1) KUHPerdata termuat dalam Pasal 
1977 ayat (2) yang pada pokoknya 
menentukan bahwa perl�ndungan 
yang d�ber�kan Pasal 1977 ayat (1) 
KUHPerdata t�dak berlaku bag� 
barang bergerak yang yang h�lang atau 
d�peroleh dengan mencur�. Bag� subjek 
hukum  yang keh�langan atau kecur�an 
sesuatu barang, maka �a berhak untuk 
mem�ntanya kembal� maks�mal t�ga 
tahun sjak har� keh�langan barang 
tersebut. (hak revindicatie). Pem�l�k 
barang t�dak d�waj�bkan membayar 
gant� kerug�an kepada pemegang 
barang untuk uang yang telah 
d�bayarkan guna membel�nya, kecual� 
barang �tu d�bel�nya d� pasar tahunan 
atau pasar la�nnya, d� pelelangan 
umum, atau seorang pedagang yang 
laz�m memperdagangkan barang-
barang dem�k�an, pem�l�k barang harus 
mengembal�kan harga barang yang 
telah d�bayar oleh pemegang abrang 
�tu (Pasal 582 KUHPerdata).

Tujuan gada� member�kan 
kepast�an hukum yang kuat bag� 
kred�tur-kred�tur dengan menjam�n 
pelunasan p�utangnya dar� benda yang 
d�gada�kan, j�ka deb�tur wanprestas�. 
Pada saat akan mener�ma barang 
gada�, p�hak pener�ma gada� harus 
tel�t� dalam melakukan pemer�ksaan 
dan pengecekan atas kepem�l�kan 
dar� barang yang d�gada�kan tersebut, 
karena apab�la barang yang d�jad�kan 
objek gada� tersebut ternyata bukanlah  
m�l�k pember� gada�, maka pener�ma 
gada� dapat d�tuntut oleh pem�l�k 
asl� barang tersebut dengan tuduhan 

sebaga� penadah dalam keg�atan 
operas�onalnya mener�ma barang 
jam�nan sebaga� agunan kred�t d� 
PT. Pegada�an (Persero) berdasarkan 
Hukum Gada�. (berdasarkan has�l 
wawancara dengan Ibu N� Ketut 
W�ratn�, Kepala Un�t PT. Pegada�an 
(Persero) Un�t J�mbar Jaya Cabang 
Renon Kota Denpasar, pada tanggal 1 
Pebruar� 2015)

Dalam ka�tannya dengan 
penel�t�an tes�s �n�, mengangkat kasus 
yang terjad� pada PT. Pegada�an 
(Persero) mengena� barang jam�nan 
gada� yang bukan m�l�k deb�tur, 
dalam hal �n� adalah barang cur�an. 
Kasus �n� telah mendapatkan putusan 
dar� Pengad�lan Neger� Denpasar 
dengan Nomor Putusan 249/P�d.
B/2012/PN.Dps. Menurut pendapat 
Bapak Ar�yanto selaku Pem�mp�n PT. 
Pegada�an (Persero)  cabang Renon 
menyatakan bahwa atas putusan 
yang d�jatuhkan oleh Pengad�lan 
Neger� Denpasar �n� maka d�lakukan 
Permohonan Penghapusan Barang 
Pol�s� UPC. J�mbar Jaya yang d�tujukan 
kepada Pem�mp�n W�layah VII, U.P 
Bag�an B�sn�s Gada� PT. Pegada�an 
(Persero) d� Denpasar. Permohonan 
penghapusan �n� menunjuk pada 
putusan Pengad�lan Neger� Denpasar 
Nomor. 249/P�d.B/2012/PN.Dps. 
atau kasus pencur�an barang jam�nan 
yang menjad� obyek Agunan (BJ) d� 
UPC. J�mbar Jaya maka atas putusan 
tersebutd�mohonkan untuk d�lakukan 
penghapusan. Penghapusan �n� 
bertujuan untuk mencegah kerug�an 
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yang t�mbul  semak�n besar se�r�ng 
berjalannya sewa modal dar� kred�t 
tersebut. Hal �n� sudah beberapa kal� 
d�lakukan terka�t dengan barang 
jam�nan merupakan cur�an ataupun 
barang jam�nan adalah palsu seh�ngga 
men�mbulkan kerug�an bag� perusahaan 
(berdasarkan has�l wawancara yang 
d�lakukan pada tanggal 6 Pebruar� 
2015 )

Dar� ura�an s�ngkat tentang 
contoh kasus d�atas dapat d�ketahu� 
bahwa apab�la terjad� barang jam�nan 
gada� bukan hak m�l�k deb�tur maka 
penyelesa�an hukumnya d�  Pegada�n 
adalah p�hak pegada�an terleb�h dahulu 
harus ada laporan dar� p�hak yang 
d�rug�kan ya�tu pem�l�k barangnya 
sebenarnya. Pem�l�k benda gada� 
yang merasa keh�langan barang, dapat 
menuntut kembal� bendanya yang 
d�gada�kan �tu dar� pemegang gada� 
dengan memperhat�kan batas waktu 
untuk menuntut kembal�. Apab�la 
pem�l�k telah keh�langan kekuasaan 
atas benda tersebut, pem�l�k dapat 
menuntut kembal� bendanya yang telah 
d�gada�kan �tu dar� pemegang gada� 
dengan jangka waktu t�dak leb�h dar� 3 
tahun sejak keh�langan atau d� cur�nya 
benda m�l�knya. Pem�l�k barang 
tersebut untuk dapat mendapatkan 
kembal� barangnya harus menempuh 
prosedur hukum dengan membuat 
laporan keh�langan ke kantor pol�s�. 
H�ngga b�sa d�proses leb�h lanjut d� 
Pengad�lan. B�asanya dalam proses 
peny�d�kan bukt� - bukt� termasuk 
barang jam�nan gada� akan d�s�ta oleh 

p�hak kejaksaan. Bag� jam�nan gada� 
yang merupakan has�l cur�an d�s�ta 
sebaga� bukt� d� pengad�lan dan bag� 
jam�nan gada� palsu d�s�ta dan d�rusak 
bentuknya sebaga� pembukt�an bahwa 
jam�nan tersebut adalah palsu. Sejak 
tahun 2000 ke atas kasus sepert� �n� 
mak�n marak seh�ngga menyebabkan 
kerug�an yang t�dak sed�k�t bag� 
Pegada�an.

IV.  PENUTUP
4.1 Simpulan
1. Pengaturan mengena�  

perl�ndungan hukum terhadap   
PT Pegada�an (Persero) dalam 
hal barang jam�nan gada�  bukan  
m�l�k deb�tur yang d�peroleh 
secara melawan hukum sesua� 
dengan ketentuan pasal 1977 
ayat 1 KUHPerdata yang pada 
pr�ns�pnya menyatakan  bahwa 
orang yang menguasa� benda 
tersebut d�anggap sebaga� 
pem�l�knya serta bukt� Surat 
Bukt� Gada� po�n dua yang 
menyatakan bahwa barang 
jam�nan yang d�serahkan adalah 
m�l�k nasabah atau kepem�l�kan 
sesua� pasal 1977 KUHPerdata 
dan jam�nan barang tersebut 
bukan has�l kejahatan, sengketa 
ataupun s�ta jam�nan.

2. Penyelesa�an hukum atas barang 
jam�nan gada� bukan m�l�k deb�tur 
maka pem�l�k benda gada� yang 
merasa keh�langan barang, dapat 
menuntut kembal� bendanya yang 
d�gada�kan �tu dar� pemegang 
gada� dengan memperhat�kan 
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batas waktu untuk menuntut 
kembal�. Pem�l�k yang telah 
keh�langan kekuasaan atas benda 
tersebut,maka pem�l�k dapat 
menuntut kembal� bendanya 
yang telah d�gada�kan tersebut 
dar� kekuasaan pemegang gada� 
dengan jangka waktu maks�mal  
3 tahun sejak keh�langan atau d� 
cur�nya benda tersebut. Pem�l�k 
barang tersebut untuk dapat 
mendapatkan kembal� barangnya 
harus menempuh prosedur 
hukum dengan membuat laporan 
keh�langan ke kantor pol�s� 
h�ngga b�sa d�proses leb�h lanjut 
d� Pengad�lan.

4.2 Saran
1. Kepada Pemer�ntah dalam hal 

�n� sebaga� pembentuk peraturan 
hendaknya segera membuat 
suatu undang-undang yang 
khusus mengatur mengena� 
gada�. Karena sampa� saat �n� 
belum ada undang-undang 
khusus yang mengatur mengena� 
gada�. Pembentukan undang-
undang �n� d�harapkan leb�h 
member�kan jam�nan kepast�an 
dan perl�ndungan hukum bag� 
para p�hak yang ter�kat dalam 
perjanj�an gada�.

2. Bag� PT. Pegada�an (Persero) 
hendaknya leb�h berhat�-hat� 
dalam melakukan penaks�ran 
atas barang jam�nan, seh�ngga 
sebelum member�kan kred�t 
gada� dapat d�past�kan bahwa 
barang yang d�jad�kan jam�nan 

tersebut memang benar-benar 
m�l�k s� calon deb�tur seh�ngga 
t�dak akan terjad� permasalahan 
d�kemud�an har�.
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